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BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI ilfiALUKU UTARA

PTRATURAN BUP.A.TI HALMATIERA BARAT
ITOMOR 13 TAIIUN 2A22

TEIIITANG

KBDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KtrRJA DINAS PtrRHUBUNGAN

KABUPATtrN HALMAHtrRA BARAT

DtrNGAN R,{HMAT TUHAN YANG MA}{A trSA

BUPATI }{ALMAHERA BARAT,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 angka 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fialmahera Barat Ncmor 6
Tahun 2016 tentarlg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten HaLmahera Barat dan ketentuan Pasal 34 Perat.uran Bupati
I{almahera Barat Nomor 20 Tahun 20'21 tentang Per-ubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perki
dijabarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Haimahela Bar-at dengan Peraturan
Bupati;

bahr,r,'a berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam hrmrf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Halmahera Barat.

Undang-Ljndang Nomor 60 Taimn 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Norror 23Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Su,atantra Tingkat iI Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku Utara menjadi Undang-Undang (krnbaran Negara RI Tahur lgSB
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maiuku Tenggara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentarg Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten l{almahera Selayta, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan f)aerah
(Lemlraran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah breberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahanl.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2}rc tentang Perangkat Daerah
ilembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 1121, Tamtratran
lembaran Republik Indonesia Nomor5887) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2AD tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nlomor 18 Tahun 2OLO tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peral.uran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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g. peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13q Tahun 2016 tentang
pedoman Nornenkiatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Yang Menyeienggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun '2027

tentang Pembentukan rlan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat;

11. peraturan Bupati Halmahera Ilarat Nomor 20 Tahun 2O2t tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan l3upati Halmahera Barat Nomor 1{)

Tahun ZALO tentang Struktur Organisasi Perangkat" Daerah.

MtrMUTUS!(AN:

h{enetapkan : PERATURAIT BUPATI HALMAHERA BARAT TENTAI{G KEDUDUI(AH,
susuHAN oRGAIIISASI, TUGAS DAN FlrltGSI SERTA TATA KtR.rA
DINAS PIRHUBUNGAN I{ABUPATEN HALMAIITRA BARAT

BAB I
KETENTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Katrupaten Fialmahera Barat;
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati l{almahera Barat;
4. Sekretaris Daerah adaiah sekretaris Daerah Kabupaten l-Ialmahera Flarat;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten I-lalmahera Barat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Barat;
q. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas

Perhubungan yang selanjutxya disingkat UPTD;
trg. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
KEDUDUT(AI{ DAN SUSUISAN ORGAI{ISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

f 1) Dinas adalah pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi ker,venangan daerah bidang
perhubungan serta tugas pembantuan yang rlitugaskan kepada Daerah.

{?l Dinas clipirnpin oleh Kepaia Dinas trerada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretarjs Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

{l ) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Lalu Lintas :

1. Seksi Manaiemen Lalu Lintas Jalan
'2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.Ialan; dan
3. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
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d. Bidang Angkutan dan Sarana :

1. Seksi Angkutan Dalam'IraYek
'2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang, dan
3. Seksi Pengujian Sarana.

e. Bidang Prasarana :

1. Seksi Ferencanaan Prasarana
2. Seksi Pembangunan Prasarana, dan
3. Seksi Pengoperasian Prasarana:

f. Bidang Pengembangan dan Keselamatan :

1. Seksi Pemaduan Moda dan'leknologi Perhubungan
'). Seksi l-ingkungan Perhubungan; dan
3. Seksi Keselamatan

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

12) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat i1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bi-ipati ini

BAB III
TUGAS POKOK, FUIIGSI DAN URAIAN TUGA,S

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

itl Kepala Dfuras mernpunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi ke'w.enangan daerah dan tugas pembantuan di birlang
Perhubungan.

{2i Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana rlirnaksud pada ayat {1), Kepaia Dinas
mempunyai fungsi:
a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perhubungan;
c. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tehnis Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh Bupati

{3} Untuk menlrelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada a-vat (2}, Kepala l)inas
mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan setruruh" kegiatan di lingkup Dinas PerhuLrungan;
t " Merumuskan kebijakan teknis dan rnenjabarkan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah rtan Rencana Strategi
Kabupaten Halmahera Barat dalam lingkup tugasnya dalam bentuk renLrana ke4a;

c. &{engkoordinasikan seluruh program dengan instansi terkait sesuai peraturan -yang
berlaku guna kelancaran tugas;

il" Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawahnya secaia
ber:j enjan g guna kelancaran pelaksanaan tu ga s ;

e. Membina bawahan dengan memberi petunjuk serta arahan agar peiaksanaan tugas
sesuai rencana;

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat dibawahnya secara beq'enjang sebagai
bahan pembinaan karier;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai
bahan pertanggungjawaban;

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepacla Bupati baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pengambilan kebijakan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis
guna kelancaran pelaksilnaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(l) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di barxrah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi
perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukutn, keuangan dan aset,
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kerumahtanggaan, keriasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan

ketatalaksu.ilJu"rr, kehumasan rlan keprotokolan, kepegawaian dan peiayanan

atlministrasi di iingkungan clinas serta pengkoorclinasian program dan kegiatan pada

Bidang dan Seksi.

{2) Dalam melyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat {1), Sekretaris
mempunYai fungsi:
a. perencar.^*r, op"rasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Sub Bagian

Keuangan Pada Dinas Perhubungan;
b. penyele.rggor"n Sub Bagian Llrnum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangarl

pada Dinas Perhubungan;
.,. jr*rrg*rlrlalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum elan

kepega*aian serta Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perhutrungan;

d. pengt<oordinasian kegiatan Sub Bagia,n Umum dan Kepegawaian dan Sutr Bagian

Keuangan, serta dengan Bidang-Bidang iingkup Dinas Perhubungan;
e. peiaksanaan fulgsi lain yang diberikan oleh atasein sesuai dengan lugas dan

fungsinya.
t3) Daiam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2J, Sekr"etaris

mempunyai uraian tugas:
a. tviemimpin dan mengendalikan kegiatan bidang kesekretariatan bempa administrasi

dan ketatausahaan, dan umum Dinas Perhubungan;
b. Merumuskan program urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuanga&

serta hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaarr kegiatan;

c. Mengkoordinasikan tugas dengan Kepala Bidang dan di lingkup Dinas Perhubungan
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. Membilr. p"rryrr"Lnan teknis operasional kerja di lingkup Sekretariat berdasarkan
program .vang ditetaPkan;

e. Memberit<an intormasi keparla masyarakat mengenai seluruh kegiatan Dinas guna

tersosialisasinYa program yang telah ditetapkan;
f. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan tugas dan fungsi guna

kelancaran Pelaksanaan tugas;
g. Member:i petunjuk kepada Kepala Sub Bagian berdasarkan pedoman kerja agar

terhindar dari kesalahan;
h. I\{engevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian di lingkup Sekertariat sebagai

bahan pembinaan karier;
i. Melapoikan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tert.r"llis

sebagai bahan pertanggun gj awaban;
j. Memberikan saralt dan pertimbangan kepada Kepala Dinas traik lisan maupun

tertulis sebagai bahan pengambilan kebijakan;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik lisan lnaupull

tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

i4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana pada ayat (1),

(2) clan {3), Sekretaris Dinas Per}rubungan, memtrawahi:
a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian tlmum dan I(ePegawaian
Pasal 6

{1} Sgb Bagian Umum dan Kepegawaian clipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian }'ang
berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
kehumasan clan protokol, barang milik daerahfaset dan rumah tangga, penyiapan

kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegar,r,'ai serta administrasi
kepe gar,r.aian lainnya

{Zl Dalam rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat i1}, Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penyusunall bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan

serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,

teprotokolan, barang milik claerah/aset, ntrnah tangga kedinasan dan administrasi
kepegarvaian;
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c. pelaksanaan koorclinasl, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup

tugasn-v"a; dan
d" peiaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya
{3j Dalam melaksanakan l-ungsi sebagaimana climaksud pada avat (2i, Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian mempullyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

tl. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegar,'i'aiarr

irerdasarkan program sebagai pedoman kerja;
c. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkup Dinas

Perhubungan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Mencatat, mengad.akan, mendistribusikan, menyimpan, merawat barang dan alat.

kantor serta merryampaikan usul penghapusan l-rarang;
Mengurus penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor serta penYusunan
risalah rapat;

{. Mengarsipkan surat masuk keluar dan dokumen rlinas lain guna tertib
administrasi;

g. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas yang menyangkut dengan ketertiLran,
keinrlahan, keamanan, penerimaan tamu, terntasuk mengatur penggunaan alat
komunikasi, air, listrik;

h. N{embagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Mengatur dan memLreri petunjuk kepada staf di lingkup Sub Bagian Umum rlan
Kepegawaian agar terhindar dari kesalahan;

j. Mengeloia administrasi kearsipan kepegawaian yang meliputi Daftar Ur-ut
Kepangkatan (DUK) dan Bezeting serta menyiapkan Buku Jaga Kenaikan Pangkat
rlan Buku Jaga Kenaikan Gaii Berkala secara periodik bagi PNS Dinas;

k. Menghimpun clan mengelola bahan pustaka di biclang kepegau'aian untuk
membantu meningkatkan wawasan dan pengetnhuan staf;

1, Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian agar diperoleh hasil keqia yang maksimal;

m. Menilai dan mengevaiuasi ke4'a bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegarnaian guna pembinaan dal pengembangan karier;

11. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, kebijakan
teknis, serta bahan lainnlra yang berhubungan rlengan tugas di lingkup Sutl
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai landasan ke{a;

o. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian tJmum dan
Kepegawaian sebagai bahan pemecahan masalah;

p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban;

q. Memberikan saran dan pertimbangan kepacla Sekretaris baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun
tertr-llis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian I(euangan
Pasal 7

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
rnenyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perellcanaan
evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan.
I)alam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1), Kepala
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran sutr bagian keuangan
t). Pengeloiaan dan pelayanan administrasi keuangan;
c. Menyiapkan bahan pertanggungjaw'aban keuangan ;

d" Pengelolaan urusan administrasi dan verifikasi keuangan;
e. penyusunan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;

d.

e.

{u

t2i



f- pelaksanaan teknis administrasi perencanaan program dan pengelolaan keuangan
Dinas;

g. pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan program, kegiatan dan
pengelolaan keuangan Dinas;

fr. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan iingkup
tugasnya; dan

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian
Keuangan.

j. Meny.iapkan bahan pemantauan tindak Lanjut laporan hasil pemeriksaan.
k. rrenyusun bahan koordinasi dan irnplementasi sisteur akunt.abilitas kinerja

instansi pemerintah;
1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas;
1Tr. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnSra;

i3i Untuk menyelenggarakan fungsi setragaimana rlimaksud pada ayat (')j, Sub Bagian
Keuangan mempunyai uraian tugas :

€1" Memimpin pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Bagian Keuangan sebagai pedoman keq'a;
c* Meiakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkup Dinas

Perhubungan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan urusan keuangan rumah tangga dinas.vang meliputi perencanaan

anggara, penggunaan anggaran dan pertanggungiar+'aLran anggaran di lingkup
dinas;

e. Mengelola administrasi keuangan meliputi kelengkapan SPP, SPM, verifikasi
penerimaan, pengeluaran, penatausahaan akuntansi di lingkup dinas;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sub bagian keuangan dinas;
g. Menghimpun dan rnempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas di lingkup sub bagian
keuangan sebagai landasan kerja;

h. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup sub bagian keuang,an agar
terhindar dari kesalahan;

i. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pelaksanaan tugas staf di lingkup sutr
bagian keuangan agar diperoleh hasil keq'a yang maksimal;

j. Mengidentifikasi permasaiahan yang berhubungan dengan sub bagian keuangan
sebagai bahan pemecahan masalah;

k. Membagi tlrgas kepada staf di lingkup sub bagian keuangan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

1. Menilai dan mengevaluasi kerja staf di lingkup sub bagian keuangan setragai
bahan pembinaan dan pengembangan karier;

111. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban;

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik lisan rnaupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

o. Meiaksanakan tugas iain yang diberikan oleh Sekretaris traik lisan maupu{r
tertuiis guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang LaIu Lintas

Pasal 8

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring rlan evaluasi terkait manajemen
dan analisis dampak lalu lintas serta rekayasa lalu lintasjalan'

t2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok setragaimana dimaksud pada ayat (1i Bidang
Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. Perumusan trahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Ilaerah dalam
hal manajemen dan analisis dampak lalu lintas serta rekayasa iaiu llntas jalan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dar:"/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal
manajemen dan analisis dampak la1u lintas serta rekayasa lalu lintasjalan;

c, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal manajemen dan analisis dampak ialu
lintas serla rekayasa lalu lintas jalan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam ha1 bimbingan keselamatan laiu lintas dan
angkutan serta analisa dan standarisasi sistem transportas manajemen dan analisis
dampak lalu lintas serta rekayasa lalu lintas jalan;dan 
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e. pelaksanaan tugas lain yang diLrerikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan

fungsinya.
t3) eidang l,aiu Lintas sebagaimana dalam meLaksanakal fungsi sebagaimana dirnaksud

ayat {2}, mempunyai uraian tugas:
r. Memimpin dan mengend.alikan pelaksanaan tugas di Bidang Lalu lintas;

b. Menyusun rencana kerja Bidang Lalu Lintas berdasarkan Program Kerja serta

Evaluasi hasil kegiatan tahun,yang lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
c. fuIen"vusun bahan petunjuk teknis bidang lalu lintas, pemtrinaan ketertiban lalu

lintas. pengenrlalian dan peng,awasan laiu lintas serta pemanfaatan jalan dan
pengawasan terhadap sekolah mengemudi;

d. Melaksanakan pemtrinaan dan pemeriksaan kendaraan Llermotor di jalan bersama

instasi terkait;
e. Melaksanakan arlmistrasi ketatausahaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

f. Melaksanakan pengawalan keamanan di jalan terhadap tamu penting daerah elari

pemerintah pusat, Propinsi, Kab/Kota lain untuk acara kedinasan dan acara penting
iainnya di riaerah bersama aparat terkait sesuai petunjuk atasan;

g. Menyelenggarakan Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan dan pemeiiharaan r"atrbu-

rambu lalu lintas, traffic light rian marka jalan di jalan Kabupaten;
h. Melaksalakan pengaturan lalu lintas dan angkutan umum di Terminal/Sub

Terrninal di daerah;
i. Menyiapkan trahan penyusunan rencana keq'a manaiernen dan rekayasa lalu lintas;
j. wtenyiapt<an bahan pemberian rekomendasi ijin penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas jalan;
k. Memtlagi tugas kepada Kepala staf rli lingkup Bidang Laiu Lintas guna kelalcaran

pelaksanaan tugas;
1. Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup

tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan;
Bidang Lalu Lintas berdasarkan

m. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di
sebagai bahan pembinaan dan pengemtrangan karier;

n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

lingkup Bidang Lalu Lintas

tlaik lisan maupun tefiulis

t1)

seLragai bahan pertanggungjarvaban;
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala l)inas baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan pengambiian keputusan;
p. Melaksanakan tugas lain yang rliberikan Kepaia Dinns baik lisan maupun tulisan

guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan
Pasal 9

Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Birlang Lalu Lintas dalam hal fasitritasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan
evaluasi terkait penyeienggaraan manajemen dan analisis dampak lalu lintas.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Seksi
Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah

dalam hal penyelenggaraan manajemen dan analisis dampak lalu lintas;
b, pelaksanaan kebi-iakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam tral

penyelenggaraan manajemen rlan analisis dampak lalu lintas;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pen-yelenggaraan mana-jemen dan

analisis dampak lalu lintas;
{i. pelaksanaan administrasi Dinas daiam ha1 penyelenggaraan manajemen dan

analisis dampak la1u lintas;dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan

fungsinya.
Daiam melaksanakan tungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Manajemen Lalu
Lintas Jalan, mempunYai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
t). Menyusun Program kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pedoman ke{a;
c. Men_vusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau trahan kebijakan daerah dalam

hai Manajemen Lalu Lintas.Ialan;
d. Melakukan koordinasi keria di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

{2}
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r. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Manajernen Lalu Lintas Jalan agar
terhindar dari kesalahan;

f. Mengatur dan memberi peti-rnjuk kepada staf di lingkup Seksi Manajemen Lalu
Lintas Jalan agar terhindar dari kesalahan;

g. tuIenilai dan mengevaluasi peiaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Manajemen Lalu

Lintas Jalan sebagai bahan pembinaan dan pengembal]gan karier;
h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
i. Men[identilikasi permasaiahan yang berhubungan dengan Seksi Manajemen Lalu

Lintas Jalan, sebagai bahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan pelakianaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisarl mauplln tertulis

sebagai bahan pertanggungjan'aban;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan maupun

tertulis sebagai trahan pengambilan keputusan;
l. Meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun

tertulis guna memperlancar pelaksallaal tugas.

Seksi RekaYasa Lalu Lintas Jalan
Pasal 1O

{ I) Seksi Rekayasa Lalu l,intas Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bidang Lalu Lintas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan
evaluasi terkait rekayasa lalu lintas jalan.

{2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Reka.vasa Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi;
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daeiah

dalam ha1 rekayasa 1alu lintas jalan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah cialam hal

rekayasa 1alu lintas jalan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal rekayasa 1alu lintas jalan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal rekayasa lalu lintas jalan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang rliberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan

fungsinya.
{3) Dalam melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud ayat (2i, Seksi Rekayasa Lalu Lint.as

Jalan, mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
b. Men_vusun Program kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan sebagai pedoman

ke{a;
c. Menlrusun bahan kebijakan teknis Dinas danlatau bahan kebijakan daerah dalam

hal Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jaian;
d. Melakukan koordinasi kerja di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancarare

pelaksanaan tugas;
e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan agar

terhindar dari kesalahan;
f. Mengatur dan memberi pet-unjuk kepada staf di lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas

.Ialan agar terhindar dari kesalahan;
g. htenilai <1an mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Rekayasa Laiu

Lintas Jaian sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas barnahan;
i. Mengidentifikasi permasalahan 5rang berhubungan dengan Seksi Rekayasa Lalu

Lintas Ja1an, sebagai trahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan mat.lpun tertulis

sebagai bahan pertanggungiawaban;
k. Memberikan saran clan pertimbangan kepada Kepatra Bidang traik lisan mauputl

tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
L Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang traik lisan maupun

tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas'

Seksi Analisis DamPak Lalu Lintas
Pasal 11

i1i Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas pokr:k melaksanakan sebagian
tugas Bidang Laiu Lintas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengotahan, m<lnitoring dan
evaluasi terkait Analisis Dampak Lalu Lintas'
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{2} Daiam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana <lirnaksud pada ayat {1), Seksi

Analisis Dampak Lalu Lintas mempunYai fungsi;
a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan

hal Analisis DamPak Lalu Lintas;
kebijakan daerah dalam

b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal Analisis
Dampak Lalu Lintas;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Analisis Dampak Lalu Lintas;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalarn hal Analisis Dampak Lalu Lintas; dan

e. pelaksanaan tugas lain Srang riiberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan

iungsinya.
{3} Dalarn Letat<sanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Analisis Dampak

Lalu Lintas, mempunyai uraian tugas:
a" Memimpin pelaksat-laan kegiatan Seksi Anailsis Dampak Lalu Lintas;
b. Menyusun pr"ogr.* kegiatan Seksi Analisis Dampak Laiu Lintas sebagai pedoman

kerja;
Mel4.ss111-r bahan kebijakan t.eknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam
hal Seksi Analisis Dampak Laiu Lintas;
Melakukan koordinasi kerja di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

e , ii.{embagi tugal kepada staf di lingkup Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas agar

terhindar dari kesalahan;
f. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Analisis Dampak Lalu

Linta.s agar terhindar dari kesalahan;
g. Menilai i*r, **rrgevaluasi pelaksanaan tugas staf cii lingkup Seksi Analisis Dampak

Lalu Lintas sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
i. Uer:[identifrkasi p.r-a".lahan yang berhubungan dengan Seksi Analisis Dampak

Lalu Lintas, sebagai bahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan pelaksarlaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis

sebagai bahan pertanggung;'arvaban;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan mauplln

tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaia Bidang baik lisan rtraupun

tertulis guna memperiancar pelaksanaa-n tugas.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan dan Sarana

Pasal 12

(1) Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas d.alam hal fasilitasi, koordinasi, pengoiahan, pengawasan dan
pengendalian terkait angkutan orang, angkutan barang dan pengujian saranaangkutan.

{2) i;ralam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Bidang
Angkutal dan Sarana mempunYai fungsi:
a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam

hal angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana angkutan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas danlatau bahan kebijakan daerah dalarn ha1

angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana angkutan;
{:. peiaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal angkutan orang, angkutan bararrg

dan pengujian saranaangkutan;
d" pelaksanaan aclministrasi Dinas <la1am ha1 angkutan orang, angkutan barang dan

pengujian sarana angkutan; clan
e. pelaksanaan t-ugas lain yang riiberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan

fungsinya.
i3) Dalam metatcsanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Angkutan dan

Sarana mempunyai uraian tugas :

a" Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Angkutan dan Sarana;
kr. Menygsun rencalla kerja Biriang Angkutan dan Sarana berdasarkan Program Kerja

serta Evaluasi hasil kegiatan tahun yang lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;

c. Merumuskan bahan kebijakan teknis llinas dan/atau bahan kebijakan daerah

dalam hal angkutan orang, angkutan barang dan pengujian sarana angkutan;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi sesuai program kerja yang ditetapkan;
e. Melaksanakan admiitrasi ketatausahaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

\-.

d.
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f" Mengkoor"dinasikan manajemen dan penvelenggaraan terminal penumpailg;
g. Mengkoordinasikan penyusunan jaringan tra3uek angkutan pedesaan dan angkutan

perkotaan di dalam u,'ilayah Kabupaten;
h. Memberikan bimtringan keselamatan transportasi;
i. Membagi tugas kepada Kepala staf di lingkup Bidang Angkutan dan Sarana gunri

kelancaran pelaksanaan tugas;
j. Memhreri petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Angkutan dan Sarzrna

trerdasarkan tugas dan fungsi agar terhindar dari kesalahan;
k. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup l3idang Angkutan dan

Sarana sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
i. Melaporkan peiaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertuiis

sebagai bahan pertanggungjawaban;
m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan mauplrlr

tertuiis sebagai bahan pengambilan keputusan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diLrerikan Kepala Dinas traik lisan maupun tulisar:

guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Angkutan Dalam Trayek
Pasal 13

{1} Seksi Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Angkutan dan Sarana dalarn hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, pengalvasa{l
dan pengendalian terkait penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang Lridang
Angkutan Dalam Trayek.

i2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksu"d pada ayat (1), Seksi
Angkutan Dalam Trayek mempunyai f'ungsi:
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam

ha1 penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang pada seksi Angkutan
Daiam Travek;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah daiam ha1
penyelengflaraan angkutan orang dan angkutan barang;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pen5reienggaraan angkutan orang dan
angkutan barang;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyelenggaraan angkutan orang dan
angkutan barang;dan

e. Pelaksanaan tugas lain -yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok
danfungsinya.

{3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2}, Seksi AngkuLan Dalam
Tra-yek, mempunyai uraian tugas :

a. Mernimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan Dalam Trayek;
b. Menyusun Program kegiatan Seksi Angkutan Dalam Trayek sebagai pedoman ke{a;
c. Menyusun bahan ketrijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam

hal Angkutan Dalam Trayek;
d. Melakukan koordinasi kerja di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Angkutan Dalam ltayek agar terhindar

dari kesalahan;
f. Mengatur dan memberi petun-iuk kepada staf di lingkup Seksi Angkutan Dalam

Trayek agar terhindar dari kesalahan;
g" Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Angkutan Dalam

Trayek sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
h. Mengendalikan dan rnengevaluasi pelakszLnaan tugas bau,ahan;
i. Mengidentiflkasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Angkutan Dalam

Trayek, sebagai bahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis

sebagai bahan pertanggungjarvaban;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupun

tertulis guna memperlancar pelaksanaarl tugas.
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Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
Pasal 14

{1i Seksi Angkutan Tidak Dalam Tra.r,ek dan Angkutan Barang mempunvai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas tsidang Angkutan dan Sarana daiam hal fasilitasi,
koordinasi, pengolahan, penga\ rasan dan pengendalian terkait penyelenggaraan angkutan
tirlak dalam trayek dan angkutan barang.

{2} Dalam menyelenggarakair tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Seksi
Angkutan Tidak Dalam TraS.ek dan Angkutan Barang mempunyai fungsi:
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan keb{jakan Daerah daiam

hal penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan trarang;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalarn hal

penyelenggaraan angkutan oraflg dan angkutan barang tidak dalam trayek;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyelenggaraan angkutan orang dan

angkutan barang tidak dalam trayek;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas clalarn hal penyelenggaraan angkutan orang dan

angkutan trarang tidak dalam trayek ;dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang ditrerikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan

fungsinSra.

{3J Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dirnaksud ayat (2}, Seksi Angkutan Tidak
Dalam Trayek dan Angkutan Barang, mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan

Barang;
b. Menyusun Program kegiatan Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkuta*

Barang;
c. Menl.rusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalarn

hal pen-yelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang tidak dalam trayek;
tl. Melakukan koordinasi kerja di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek clan

Angkutan Barang agar terhindar dari kesalahan;
t Mengatur dan memLreri petunjr-rk kepada staf di lingkup Seksi Angkutan Tidak Dalam

Trayek dan Angkutan Barang agar terfundar dari kesalahan;
g. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkupSeksi Angkutan Tidak

Datram Trayek clan Angkutan Barang sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier;

h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
i" Mengidentifikasi permasalahan .yang berhubungan denganSeksi Angkutan Tidak

Dalam Tra5rgk dan Angkutan Bartrng, sebagai bahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan peiaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis

sebagai bahan pertanggungjarvaban;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan maupulr

tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;
L Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan maupurr

tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Pengujian Sarana
Pasal 15

{1) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Biclang
Angkutan dan Sarana daiam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, pengawasan dan
pengendalian terkait penyelenggaraan pengujian sarana angkutan.

{?) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Seksi
Pengujian Sarana mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah clalam
hal penyelenggaraan pengujian sarana angkutan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebi.iakan daerah dalam hal
penyelenggaraarl pengujian sarana angkutan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyelenggaraan pengujian sarana
angkutan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyelenggaraan pengujian sarana
angkutan;dan
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pckok
danfungsinya.

{3J l}alam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat {3), Seksi Pengujian Sarana,
mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Sarana;
b" Menyusun Program kegiatan Seksi Pengujian Sarana;
c. Menyusun hahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam

hal penyeienggaraan Pengujian Sarana;
d. Melakukan koordinasi ke4'a di lingkup Dinas Perhubungan

pelaksanaan tugas;
e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Pengujian Sarana

kesalahan;
f, Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Pengujizrn Sarana agar

terhindar dari kesaiahan;
g. Menilai dan mengevahiasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Pengujian Sarana

sebagai bahan pembinaan dan penplemtrangan karier;
h. Mengendalikan dan mengevaluasi peiaksanaan tugas baw'ahan;
i. Mengidentifikasi permasalahan 1,'ang berhubungan dengan Seksi Pengujian Sarana,

sebagai bahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik iisan maupun tertulis

sebagai bahan pertanggungjau'aban;

guna kelancalan

agar terhindar dari

maupun

Illaupun

k. Memberikan saran dan perlimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan;

1" Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan
tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Prasarana

Pasal 16

{1} Birlang Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan setragian tugas Kepaia Dinas
dalam hal fasilitasi, koorrlinasi, pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait
perencanaan dan pembangunan serta pengoperasian dan perawatan
prasaranaperhubungan.

{2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Birlang
Prasarana mempunyai t-ungsi :

a. Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau Lrahan kebijakan Daerah datram
hal perencanaan dan pembangunan serta pengoperasian dan perawatan prasarana
perhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal
perencanaan dan pernbangunan serta pengoperasian dan perawatau prasarana
perhubungan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perencanaan dan pembangunan
serla pengoperasian dan perawatan prasarana perhubungan;
Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan dan pembangunan serta
pengoperasian dan perawatan prasarana perhubungan; dan

r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan
fungsiny2.

{3} Dalam melaksanakan fungsi sebagairnana dimaksud ayat (2}, Bidang Prasarana,
mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Birlang Prasarana dan Sarana;
tr. Menyusun rencana kerja Bidang Prasarana berdasarkan Progrilm Kerja serta

trvaluasi hasil kegiatan tahun yang lalu sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
c. Merumuskan bahan kebijakan teknis l)inas dan/atau bahan kebijakan llaerah

dalam hal perencanaan dan pembangunan serta pengoperasian dan perartatan
prasarana perhubungan;
Mengkoardinasikan peiaksanaan tugas Seksi sesuai program kerja yang ctitetapkan;
Melaksanakan admistrasi ketatausatraan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
Merumuskan rencana kebutuhan prasarana perhutlungan;
Melaksanakan penyiapan lokasi pembangUrrarr prasarana perhulrungan;
Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di Bidang Prasarana Perhubungan;

d.
f.
f.
ctr'
h.

t2
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k.

i. Membagi tugas kepada Kepala staf di lingkrip Bidang Prasarana guna kelancaran
pelaksanaan tugas;
Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang
tugas dan fungsi agar terhinclar dari kesalahan;
Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di
sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
sebagai bahan pertanggungjawaban;
Memberikan saran dan pertimbanSian kepada Kepala
tertulis sebagai bahan pengamtrilan keputusan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
guna memperlancar pelaksanaan tugas.

lingkup Bidang Prasarana

Frasarana berdasarkan

baik lisan maupun tertulis

Dinas baik lisarl maupun

baik lisan maupun tulisan

pckok melaksanakan sebagian tugas
pengolahan, monitoring dan evaluasi

m.

Seksi Perencanaan Prasarana
Pasal 17

{1} Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas
Bidang Prasarana dalam hal fasiiitasi, koordinasi,
terkait perencanaan prasarana perhubungan.

t2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
Ferencanaan Prasarana mempunyai fungsi:

dimaksud pada ayat i1), Seksi

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas danf atau bahan ketrijakan claerah
tlalam ha1 perencanaan prasarana perhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas danlatau keLrijakan daerah dalam hal
perencanaan prasarana perhubungan;

c, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan r1alam hal perencanaan prasarana
perhubungan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perencanaan prasarana perhubungan;
dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokr:k rlan
fungsinya.

{3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud avat (2} Seksi Perencanaan
Prasarana, mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Prasarana;
b. Menyusun Program kegiatan Seksi Perencanaan Prasarana;
c" Men-vusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam

hal perencarraan prasarana perhuLrungan;
d. Melakukan koordinasi kerja di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. Membagi tugas kepada stal cli lingkup Seksi Perencanaan Prasarana agar terhinriar"

dari kesalahan;
f. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Perencanaan

Prasarana agar terhindar dari kesalahan;
g. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf cli lingkup Seksi Perencanaan

Prasarana sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaal tugas bar,rrahan;

i" Mengidenffikasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan
Prasarana sebagai bahan pemecahan masalah;

j Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungiawaban;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepacla Kepala Bidang baik lisan maupul"l
tertuiis sebagai bahan pengambilan keputusan;

1. Melaksanakan tugas lain -yang diberikan oleh Kepala Biclang baik lisan maupun
tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Pembangunan Prasarana
Pasal 18

{U Seksi lrembangunan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Prasarana dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi

terkait pembangunan prasarana perhubungan'
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i2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pembangunan Prasarana mempunvai fungsi:
a. penyuslnan bahan kebijakan teknis Dinas danlatau bahan kebijakan daerah

dalam hal pembangunan prasarana perhuhrungan;

b. pelaksanaan ke}ijakan teknis lfinas dan/atau kebdakan daerah dalarn hal
pembangunan prasarana perhubungan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam
perhubungan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam

hal pembangunan prasarana

ha1 pemLrangunan prasarana
perhubungan;dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang ditrerikan pimpinan terkait dengan tugas pokok rlan
fungsinya.

{3} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dirnaksud ayat (2}, Seksi Pembangunan
Prasarana mempunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan seksi Pembangunan Prasarana;
b. Menyusun Program kegiatan seksi Pembangunan Prasarana;
c. Menygsun bahan kebijakan teknis Dinas d"an/atau bahan kebijakan daerah dalam

hal pembangunan prasarana perhubungan;
d. Meiakukan koordinasi keq'a di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. Menbagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Pembangunan Prasarana agar

terhindar dari kesalahan;
f. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Pembangunan

Prasarana agar terhindar dari kesaiahan;
g. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dl lingkup Seksi Pembangunan

Prasarana sebagai bahan pembinaan dan pengemballgan karier;
h. Mengend.alikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas baw,ahan;
i. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pembangunan

Frasarana sebagai bahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepaia Bidang baik lisan maupun tertulis

sebagai bahan pertanggungjaw'aban;
k. Memberikan satan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan lnauprrl

tertulis sebagai bahan pengarnbilan keputusan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oieh Kepala Bidang baik lisan maupun

tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Pengoperasian Prasarana
Pasal 19

tl) Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Bidang Prasarana dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi
terkait operasionalisasi prasarana perhubungan'

{2} Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi;

Pada a3rat (1), Seksi

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah
dalam hal operasionalisasi prasarana perhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hai
operasionalisasi prasarana perhubun gan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal operasionalisasi prasarana
perhubungan;

d, Pelaksanaan administrasi Dinas dalam hai operasionaLisasi prasarana
perhubungan; dan

e. Pelaksanaan tugas iain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan
fungsinya.

{3} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2i, Seksi Pengoperasian
Prasarana, mempunyai uraian tugas:
a. Meinimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana;
b. Menyusun Program kegiatan seksi Pengoperasian Prasarana;
c. Menyusun hrahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah clalam

hal operasionalisasi prasarana perhubungan;
d" Melakukan koordinasi keria di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;
I.t x
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e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Pengoperasian Prasarana agar
terhindar dari kesalahan;

L Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Pengoperasian
Prasarana agar terhindar dari kesalahan;

g. Menilai dan mengevaluasi peiaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Pengoperasian
Plasarana sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;

h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
i. Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pengoperasian

Prasarana sebagai bahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun terurlis

sebagai bahan pertanggungjawabal;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan maupull

tertuiis sebagai bahan pengamLrilan keputusan;
1. Melaksanakan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Bidang haik lisan mauprln

tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 2O

{1i Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunvai tugas pokok nrelaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dal,am hal fasilitasi, koordinasi. pengelolaan, monitoring
dan evaluasi terkait pernaduan rnoda dan teknoiogi perhubungan serta keselamatan
dan lingkungan perhubungan.

{2} I)alam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Bidang
Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi:
a. Perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijaican daerah

dalam hal pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan cian
iingkungan perhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalarn hal
pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan
lingkunganperhubungan ;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daiam hal pemaduan moda dan teknoiogi
perhubungan serta keselamatan dan lingkunganperhubungan;

d. Pelaksanaan ad.ministrasi l)inas dalam hal pemaduan moda dan teknologi
perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang riiberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan
fungsinlza.

{3} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dirnaksud ayat {2), Bidang Pengemlrangan
dan Keselamatan mempunyai uraian tugas:
a" Memimpin dan mengendalikan peiaksanaan tugas di Bidang Pengembangan dan

Keselamatan;
b. Menyusun rencana kerja Biclang Pengembangan dan Keselarnatan berdasarkan

Program Ke{a serta Evaluasi hasil kegiatan tahun -yang lalu sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan;

c. Perumuskan bahan kebijakan teknis lfinas danlatau bahan kebijakan daerah
dalam hal pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan
lingkungan perhubungan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi sesuai program kerja yang
rliletapkan;

e. Melaksanakan admistrasi ketatausahaan data dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan;

f. Pelaksanaan pembinaan urnum dan koordinasi diLridang pengembangan dan
keselamatan meliputi pemaduan moda, teknologi, dan lingkungan perhubungal,
serta keselamatan transportasi;

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan clan
keselamatan meliputi pemaduan moda, teknologi, dan lingkungan perhubungan,
serta keselamatan transportasi;

h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengembangan dal
keselamatan meliputi pemaduan tnoda, teknologi, dan lingkungan perhubungan,
serta keselamatan transportasi;

i. Membagi tugas kepada Kepala staf di lingkup Bidang Pengembangan dan
Keselamatarr guna kelancaran pelaksanaan tugas;
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k.

Memberi petunjuk kepada Kepala Seksi di lingkup Bidang Pengembangan dan

Keselamatan berdasarkan tuga.s dan fungsi agar terhindar dari kesaiahan;

Menilai dan melgevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Bidang Pengernbangan

dan Keselamatan sebagai bahan pemtrinaan dan pengembangan karier;
Meiaporkan pelaksanaan tugas kepa<la Kepala Dinas baik lisan maupull tertulis
sebagai bahan pertanggungjawaban;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan
Melaksanakan tugas lain yang diberikzur Kepala Dinas baik lisan illaupun tuiisan
guna memperlancar pelaksanaan tugas.

Seksi Pemaduan lt{oda dan Teknologi Perhubungan
Pasal 21

Seksi pemacluan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai. tugas pokok
rnelaksanakan sebagian tugas Biclang Pengemtrangan dan Keselamatan dalam ha1

fasilitasi, knordinasi, pengoiahan, monitoring dan evaluasi terkait pemaduan rnoda dan
pemanfaatan serta pengembangan teknoiogi di bidang perhubr-rngan.

i)alarn menSrelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemaduan Moda dan Teknologi Perhuhungan mempunyal fungsi;
a. peny'usunan bahan kebijakan teknis l)inas dan/atau bahan kebijakan Daerah

dalam ha1 pemacluan moda dan pemanfaatan serta pengembangan teknologi di
tlidangperhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah daiam hal
pemaduan moda dan pemanfaatan serta pengembangan teknologi di bidang
perhubungan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pemaduan moda dan pemanfaatan
serta pengembangall teknologi r1i bidaugperhu bungan;
Pelaksanaan adrninistrasi l)inas dalam hal pemaduan moda dan pemanfaatan
serta pengembangan t-eknologi di bidang perhubungan;dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok da-n

lungsiqza.
Daiam melaksalakan fungsi sebagaimarra dimaksud ayat (2), Seksi
dan 1'eknoiogi Perhubungan mempunyai uraian tugas :

a. Memimpin petraksanaan kegiatan Seksi Pemarluan Moda
Perhubungan;

b. Menyusun Program kegiatan Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
c. Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam

hal pemaduan moda dan pemarfaatan serta pengembangan teknologi di tridang
perhubungan;

d. Melakukan koordinasi kerja di lingkup Dinas Perhubungan gllna kelancaran
pelaksanaan tugas;

{1}

{2i

d.

e.

{3} Pernaduan Mada

dan Teknologi

Teknr:1ogi

fuInrla dan

e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Pemaduan Moda dan
PerhuLrungan agar terhindar dari kesalaiun;

f. IVlengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Pemaduan
Teknologi Perhubungan agar terhindar dari kesaiahan;

g. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkupSeksi Pemaduan Moda
dan Teknologi Perhubungan selragai bahan pembinaan rlan pengemtrangan karier;
Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
Mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pemaduan Mcda
dan Teknologi PerhuLrungan sebagai bahan pemecahan masalah;
Melaporkan pelaksa:naart tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis
sebagai bahan pertanggungjawalran;

k. Memherikan saran dan pefiimbangan kepada Kepala Bidang Lraik iisan maLlpllll
tertulis setragai bahaa pengambilan keputllsan;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biclang baik lisan maupun
tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas.

h.
i.

j.
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Seksi Lingkungan Perhubungan
?asal22

{1i seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Bidang rengeil.bangan dan Keselamatan daiam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan,

monitoring dan evaluasj- terkait lingkungan perhubungan'

t2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana climaksud pada ayat (1), Seksi

Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah

daiam ha1 lingkungan Perhubungan;
b" Peiaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah clalam hal

lingkungan perhubungan;
c. Peiaksanaan evaluasi dan pelaporan daiam hal lingkungan perhubungan;
d" Pelaksanaan administrasi Dinas clalam ha1 lingkungan perhubungan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang d,iberikan pimpinan terkait. dengan tugas pokok da*

fungsinya.
(3) Dalam rnetraksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat ('2).

Perhubungan mempunyai uraian tugas :

Seksi Lingkungart

a. Memimpin pelaksanaan kegiatan seksi Lingkungan Perhubttngan;
b. Menyusun Program kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan;
c. Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam

hal lingkungan perhubungan;
d. Melakukan koordinasi ke4'a di lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. Membagi tugas kepada staf di lingkup Seksi Lingkungan Perhubungan agar

terhindar dari kesalahan:
f. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Lingkungan

Perhubungan agar terhindar dari kesalahan;
g. Menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Lingkungan

Perhubgngan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
h. Mengendalikan rlan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
i. Vtengid.entifikasi perrnasalahan yang berhubungan dengan Seksi Lingkungan

Perhubungan sebagai bahan pemecahan masalah;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis

sebagai trahan pertanggungiar,r'aban;
k. Memberikan saran d"an pertimbangan kepada Kepala Bidang baik lisan mauplrn

tertulis sebagai bahan pengambiian keputusan;
1. Melaksanakal tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang baik lisan mauplln

tertulis guna memperlanca.r pelaksanaan t-ugas.

Seksi Keselamatan
Pasal 23

Seksi Keselartatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang
pengembangan dan Keselamatan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan,
monitoring clan evaluasi terkait keselamatan lalu lintas perhubungan'
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Keseiamatan memPunYai lungsi:
a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas clan/atau bahan kebijakan Daerakr

dalam hal keselamatan lalu lintas perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan I)aerah dalam hal

keselamatan ialu lintas perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

perhubungan;
rt. Pelaksanaan administrasi Dinas dalam ha1

dan
keselamatan lalu lintas perhubungan;

e. pelaksanaan t-ugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok
danfungsinya.

{g} Daiam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud aSrat t2\ Seksi Keselamatan
mernpunyai uraian tugas:
a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Seksi Keselarnatan;
b. Menyusun Program kegiatan Seksi Keselamatan;

(1)

{2}

dalam hal keselamatan IaIu lintas
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c. Menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam

hal keselamatan ialu lintas perhubungan;
d. Melakukan koordinasi kerja rli lingkup Dinas Perhubungan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. Membagi tugas kepada staf di lingkrip Seksi Keselamatan agar terhindar tlari

kesalahan;
f. Mengatur dan memberi petunjuk kepada staf di lingkup Seksi Keselamatan agar

terhindar dari kesalahan;
g. Menilai 4an mengevaluasi pelaksanaan tugas staf di lingkup Seksi Keselamatan

sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
h. Mengendaiikarrdan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
i" tuen[identiflkasi permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Keselamatan

sebagai bahan Pemecahan masalah;
j. Melaporkan peiaksanaan tugas kepada Kepala Bidang baik lisan maupun tertulis

sebagai bahan pertanggungiarn'aban;
k. Memberikur, "rni*, 

clan pertimbangan kepacla Kepala Bidang baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan pengalnbilan keputusan;

1. Melaksanakan tugas lain y31g diberikan oieh Kepala Bidang baik lisan maupun
tertulis guna memperlancar pelaksanaarr tugas'

BAB TV
JABATAIT F-UUGSIONAL

Pasal 24

Kelompok .Iabatan Fungsional pada lingkungan Dinas Perhubungan dapat ditetapkan
rnenurut ketrutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan
jabatan fungsional maiing-slasing berdasarkan peraturan perundang-undangan'

Fasal 25

i1) Kelompok Jatlatan Fungsional terriiri dari sejumlah tenaga fungsional -rrang terLragi

clalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya'

t2| Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud pacla ayat (1), ditentukan
berd,asarkan kebutuhan dan beban ke{a.

{3} Jenis dan jenjang .Iabatan Fungsional sebagaima,na dimaksud pada avat {2}, diatur
sesuai peraturan perundang-undangan.

{4} lJntuk memenuhik.brtuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkata*
pertama, perpinrlahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan pemndang-undangan'

{5} Fehksanaan tugas jabatan fungsional dikoorclinasikan oleh ketua kelompok jaba-tan

fingsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing'
{6} pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB V
TATA ITTRJA

Pasal 26

{1i Kepaia clinas elalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan
t<eUiiat<an u1nurn yang ditetapkan nleh Lrupati sesuai ketentuan peraturan
perundang*undangan.

tl] kepala dii,as, sekretaris, kepala bidang, kepaia suLrbagian, kepatra seksi,
pejabat fungsional, dan seluruh personil dalam lingkungan rlinas
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-und.angan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi,
kerjasamr, ilt"grasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transpara-nsi,
serta efektifitas dan efisiensi-

Pasal 27

iU Kepala dinas, sekretaris, kePala
pejaLrat fungsional, dan seluruh
mematuhi Petunjuk dan arahan
secara- berkala. dan/atau sesuai
a.tasan masing-rnasing.

biciang, kepala sub bagian, kepala seksi'
personil dalarn lingkungan dinas wajib
pimpinan, serta rnenYampaikan laporan
kebutuhan secara tepat waktu kepada
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Peraturan RuPati ini
Agar setiaP orang
Perat'uran BuPati ini
Hatrrnahera. Barat

t21 Setiap laporan yang diterima seh:agaimana dirnaksud pada ayat {1} di<l}ah

oarr aigunat<an otetr pimpinan sebragai bahan perlrrnlrsan peiaksanaan
kebijakan teknis.
xepata clinas, sekretaris, kepala biclang, kepa-la. subbagiatn, dan kepala
seksi dalarn lingkungan dinas dalan: melaksanakan tugasnya, melakukan
pel1S{awasan, pemantauan, pengerrdalian clan evaluasi, serta rnelaksanakan
i"p"i koordinasi secara berkala clan/atau sesuai kebutuhan'
Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang-, kepala subbagian, dan kepala

seksi c1a1am lingkungan dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama

dengan instansf perierintah/swasta rlalarn rangka meningkatkan kinerfa
danlrremperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

trl

{1)

BAB 1II
I(E?EN?UAI[ PTTiIUTUP

Pasal 28

flengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PeraturtLn Rupati F{almahera

f3arat Nomor 19 f'ahun 2a1,7 tentang Tugas Pokok d*l FunssT I)inas
perhubunga.n Kabupaten Halmahera Barat dicabut clan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29

mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penel1lpatannya dalam Elerita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di
pada tanggal

: Jailolo
1 2l JAn'hn 2A22

BARAT,BUPATI

JAltrts uAttt(i

Diundangkan di Jailolo
pacla tanggal ?1 Januacv 2A22

SEKRtrTARISDAERAHKABUPATENI{ALMAHtrRAE]ARAT

RADJAI(

BERTTA DAIIRAH KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT TAI{UN 2A22 NOMOR .4p

Salinan sesuai dengan aslinYa
KtrPALA tsAGiAN HUKUM DAN ORGANISASI

Jason K. . SH,LLM
bina IVla

ffi.

Ass. Bid" trko & Pemb

Nip. 19 128 200604 1 009
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